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ABSTRAK 

 

PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM POSITIF  

DAN HUKUM ISLAM  

 

Oleh:  

YULI ANTIKA  

NPM. 13113119 

 

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan 

komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. 

Pada perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang 

harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang berkaitan 

dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta ketentuan lain yang 

mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee. Perjanjian waralaba 

salah satunya diatur dalam hukum positif Indonesia.  Sedangkan dalam hukum 

Islam, bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam 

waralaba (franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya 

merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (syirkah). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian waralaba ditinjau dari 

hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi.  Data 

hasil temuan digambarkan secara deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan 

teknik analisis isi (content analysis). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bisnis waralaba 

menurut hukum positif pada pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, 

dijelaskan bahwa setiap perjanjian bisnis waralaba apapun bentuknya harus dibuat 

secara tertulis oleh para pihak. Eksistensi dari perjanjian bisnis waralaba adalah 

sebuah kontrak innominaat. Kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang 

timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik. Pada Pasal 5 UU No.  42 

Tahun 2007, perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit: a) Nama dan 

alamat para pihak, b) Jenis hak kekayaan intelektual, c) Kegiatan usaha, d) hak 

dan kewajiban para pihak, e) bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan 

dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba,   f) 

wilayah usaha,     g) jangka waktu perjanjian, h) tatacara pembayaran imbalan, (h) 

kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, i) Penyelesaian sengketa; 

dan  j) tatacara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian. Dilihat dari 

sudut pandang hukum ekonomi syariah, perjanjian waralaba termasuk kepada 

kelompok syirkah (persekutuan), dan hukumnya dibolehkan. Pada konteks 

perjanjian waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama adalah pemberi pemberi 

waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), sedangkan modal dari 

pemberi waralaba adalah hak intelektual dalam bentuk nama peursahaan, logo, 

sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. 
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MOTTO 

 

 

 

...                            

         

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

(Q.S. Al-Maidah: 2)
1
 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), 85 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk dinamis, selalu mengalami perkembangan 

seiring dengan perjalanan waktu. Terlebih di era globalisasi dengan berbagai 

produknya yang berimplikasi pada penemuan berbagai perangkat informasi, 

ternyata membawa dampak cukup signifikan terhadap perkembangan perilaku 

manusia.
2
 

Saat ini segala sesuatunya telah berkembang dengan pesat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti yang terlihat pada bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pembangunan serta kemajuan di 

bidang ekonomi. Kemajuan di dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dari mulai 

banyaknya masyarakat yang mencoba-coba suatu bisnis baik yang telah ada, 

sedang berkembang, maupun menciptakan suatu bisnis yang baru. Hal 

tersebut disebabkan pada zaman globalisasi ini, mendorong masyarakat untuk 

terus berpikir keras agar terus menciptakan sesuatu hal yang baru, sehingga 

secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba pula 

menciptakan suatu kreatifitas baru yang tentunya tujuannya adalah untuk 

mendapatkan suatu pemasukan baru guna memenuhi kebutuhan mereka 

tersebut. Kata “bisnis” itu sendiri diambil dari bahasa Inggris business yang 

berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai 

                                                 
2 Imam Mustofa, Kajian Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 1 
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keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara 

teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang 

atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, 

atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
3
 Salah satu hal 

yang baru dan banyak dilakukan oleh masyarakat dewasa ini adalah dengan 

melakukan suatu kegiatan bisnis yang dengan menggunakan sistem waralaba 

(franchise). 

Franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau 

distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk (franchishor) 

memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil atau 

menengah (franchisee) dengan hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu 

sistem usaha tertentu melalui cara yang sudah ditentukan, selama waktu 

tertentu dan di suatu tempat tertentu pula.
 4
 

Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 

tentang Waralaba dijelaskan pengertian waralaba sebagai berikut:  

“Waralaba dartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas 

usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah 

terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain 

berdasarkan perjanjian waralaba.”.
5
 

 

Pada dasarnya, waralaba (franchise) adalah sebuah perjanjian 

mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. 

Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada 

                                                 
3 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 1 
4 Ibid., 57 
5 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 12 
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franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang atau jasa di bawah 

nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus 

dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh franchisor. 

Franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap franchisee, sebagai 

imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa initial fee dan 

royalty.
6
  

Waralaba (franchise) dilakukan oleh para pihak tentunya dengan 

menggunakan perjanjian. Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun 

demikian ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan suatu 

tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya 

perjanjian tersebut dianggap sah.
7
  

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan 

komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-

nya. Pada perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya 

yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang 

berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta 

ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee.
8
 

Perjanjian waralaba salah satunya diatur dalam hukum positif 

Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa dalam hukum dikenal suatu asas 

yang disebut sebagai asas “Kebebasan Berkontrak”. Maksudnya para pihak 

                                                 
6 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 

173-174 
7 Ibid., 175-176 
8 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba., 79 
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bebas melakukan kontrak apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang 

berhubungan dengan ketertiban umum. Bahkan, diakui oleh undang-undang 

bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang 

sama seperti kekuatan hukum berlakunya suatu undang-undang, seperti yang 

tertulis di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Oleh karena itu, suatu 

perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak (franchisor dan franchisee) 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.
9
 

Mengenai prosedur perjanjian bisnis waralaba, pada Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2007 menentukan bahwa sebelum membuat 

perjanjian, pemberi waralaba harus mencantumkan secara tertulis dan benar, 

sekurang-kurangnya mengenai:  

a. nama dan alamat para pihak; 

b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; 

c. kegiatan usaha; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran 

yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; 

f. wilayah usaha; 

g. jangka waktu perjanjian; 

h. tata cara pembayaran imbalan; 

i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; 

j. penyelesaian sengketa; dan 

k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
10

 

 

Sedangkan dalam hukum Islam, bila diperhatikan dari sudut bentuk 

perjanjian yang diadakan dalam waralaba (franchising) dapat dikemukakan 

bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja 

                                                 
9 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bhakti, 2016), 347-348. 
10 Kevin Kogin, Aspek Hukum Kontrak Waralaba, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2014), 36-37 
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sama (syirkah). Hal ini disebabkan oleh karena dengan adanya perjanjian 

franchising itu, maka secara otomatis antara franchisor dan franchisee 

terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan 

perjanjian). Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 

bagi kedua belah pihak.
11

 

Suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya 

memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba. 

Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena pemberi 

waralaba, maupun penerima waralaba, keduanya berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi tertentu. Pada waralaba diperlukan adanya prinsip 

keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat 

akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi “gharar” 

(ketidakjelasan).
12

 

Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan 

perjanjian waralaba disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan 

sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam 

perjanjian waralaba.
13

 Hal ini sesuai dengan asas tertulis (kitabah) yang 

terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: [2] ayat 282 sebagai berikut. 

                           

                    

                                                 
11 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan., 178 
12 Ibid  
13 Ibid  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa 



 

 

7 

bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika 

kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; 

dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282)
14

 

 

Ayat di atas merupakan ayat terpanjang dalam al-Quran. Ayat ini 

antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban 

menulis suatu perjanjian dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga 

yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis perjanjian 

walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.
15

 

Pandangan hukum Islam terhadap akad (perjanjian) berbeda dengan 

pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad 

dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara 

pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. 

Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. 

Maka, kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak 

yang bersangkutan telah menyatakan sukarela.
16

 

Pelaku usaha dalam bisnis waralaba, di samping harus terikat dengan 

fatwa Undang-undang yang ada di Indonesia, juga harus mendasarkan 

kegiatan usahanya kepada aturan agama. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “Perjanjian Bisnis Waralaba Menurut 

Hukum Positif dan Hukum Islam”. 

                                                 
14 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2005), 37 
15 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730 
16 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Jakarta: 

UII Pres, 2000), 108 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, 

maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana perjanjian waralaba 

ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian waralaba 

ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.  

2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang 

serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

b. Secara Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman 

dan pengetahuan yang lebih luas mengenai perjanjian waralaba.  

2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti bagi 

masyarakat dalam menjalankan bisnis wiralaba. 
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D. Penelitian Relevan 

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 

penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan 

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-

penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, 

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di 

antaranya yaitu: 

1. Penelitian karya Muhammad Yusuf yang berjudul “Tinjauan Konsep 

Waralaba (Franchise) Berdasarakan Ketentuan Hukum Islam”. Hasil 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian franchise tidak 

bertentangan dengan syariat islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek 

perjanjian franchise tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam 

syariat Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya 

merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan 

minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan 

dengan syari’at Islam. Hukum Islam dalam bidang mu’amalah (ekonomi) 

hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang 

menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.
 17

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

ialah sama-sama membahas mengenai perjanjian warlaba (franchise). 

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian pada skripsi milik Muhammad 

Yusuf di atas berfokus pada konsep bisnis waralaba (franchise) ditinjau 

                                                 
17 Muhammad Yusuf, “Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan 

Ketentuan Hukum Islam”, dalam https://eprints.uns.ac.id/5627/1/102041409200910011.pdf, 

diakses pada tanggal 10 Mei 2018.  
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dari prespektif hukum Islam dan konsep-konsep hukum Islam dalam 

menghadapi laju dinamika transaksi bisnis modern, sedangkan pada 

penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada perjanjian waralaba 

berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. 

2. Penelitian Karya Hagai Prima Nugraha yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchise) Dalam Hal Pemutusan 

Perjanjian Waralaba”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

perjanjian waralaba masih tunduk kepada Buku III KUH Perdata 

khususnya yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak serta syarat-

syarat sahnya perjanjian. Penyelenggaraan Waralaba masih kurang dan 

belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima 

waralaba karena perlindungan yang diberikan hanya bersifat preventif atau 

pencegahan.
18

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

ialah sama-sama membahas mengenai perjanjian warlaba (franchise). 

Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Hagai Prima Hugraha ini berfokus 

pada perlindungan hukum bagi penerima waralaba (franchisee) dalam hal 

terjadinya pemutusan perjanjian waralaba oleh pemberi waralaba 

(franchisor), sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih 

memfokuskan pada perjanjian waralaba berdasarkan hukum positif dan 

hukum Islam. 

                                                 
18

 Hagai Prima Nugraha, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchise) 

dalam Pemutusan Perjanjian Waralaba”, dalam http://e-journal.uajy.ac.id/133/, diakses pada 

tanggal 10 Mei 2018.  
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3. Penelitian Karya Dita Alif Ivansyah yang berjudul “Analisis Yuridis 

Pelaksanaan Perjanjian Franchise Redshit Distro Antara Azizah Miftahul 

Hasanah (Franchisor) Dengan M. Rizal (Franchisee)”. hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa Perjanjian kontrak franchise atau waralaba 

Redshit Distro Pati. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Terutama Pasal 5 poin (a) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 

tentang waralaba yang mensyaratkan klausula yang wajib ada dalam 

kontrak. Selain itu Redshit Distro tidak memiliki legalitas sebagai usaha 

waralaba sebagai salah satu syarat yang wajib di penuhi sehagaimana 

Pasal 7 Peraturan aquo Selain itu, iiin untuk mendapatkan Surat Tanda 

Pendaftaran waralaba (STPW) secara otomatis tidak dapat diperoleh 

karena sebagian yang disyaratkan untuk mendapat ijin adalah legalitas 

usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP. No. 42 Tahun 2007 tentang 

waralaba, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 
19

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

ialah sama-sama membahas mengenai perjanjian warlaba (franchise). 

Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi di atas menganalisis Pelaksanaan 

Perjajian Waralaba Redshit Distro berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007. 

Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada 

perjanjian waralaba berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. 

                                                 
19

 Dita Alif Ivansyah, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Franchise Redshit Distro 
Antara Azizah Miftahul Hasanah (Franchisor) Dengan M. Rizal (Franchisee), dalam 

http://digilib.uin-suka.ac.id/23589/1/12340106_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, diakses pada 

Tanggal 10 Mei 2018. 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui 

bahwa kajian tentang Perjanjian Bisnis Waralaba Menurut Hukum Positif dan 

Hukum Islam di Indonesia sudah banyak diteliti, namun pada penelitian ini 

lebih difokuskan pada perjanjian waralaba berdasarkan hukum positif dan 

hukum Islam.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu 

penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun 

dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa 

buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah 

yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-

dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan 

sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.
20

  

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian 

kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang 

berhubungan dengan Perjanjian Bisnis Waralaba Menurut Hukum 

Positif dan Hukum Islam. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu analisis data 

yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan 

                                                 
20

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 95-96 
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berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan 

untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data 

yang lain.
21

  

Penelitian deskriptif analitis yang dimaksud dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjanjian waralaba ditinjau dari 

hukum positif dan hukum Islam. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh.
22

 Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam 

sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen.
23

 Sumber data sekunder dalam penelitian 

hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Primer  

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena 

dikeluarkan oleh pemerintah.
24

 Pada penelitian ini, yang menjadi 

bahan primer yaitu sebagai berikut:  

1) Al-Qur’an 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

3) PP. No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. 

                                                 
21 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), 38 
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 172. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

137  
24 Burhan Ashafa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103 
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4) Permendagri No. 07/M-DAG/PER 2/2013 Tentang Pengembangan 

Kemitraan Waralaba untuk Jenis Usaha jasa Makanan dan 

Minuman. 

5) Permendagri No. 53/M-DAG/PER/ 8/2012 Tentang Penyeleng-

garaan Waralaba 

b. Bahan Sekunder  

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan 

primer.
25

 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah 

sebagai berikut:  

1) Adrian Sutedi. Hukum Waralaba. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007 

2) Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017 

3) Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: 

Kencana, 2005.  

4) Kevin Kogin. Aspek Hukum Kontrak Waralaba. Jakarta: PT. 

Tatanusa, 2014. 

c. Bahan Tertier  

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang 

bahan primer dan sekunder.
26

 Bahan tertier pada penelitian ini di 

antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan 

dengan perjanjian bisnis waralaba menurut hukum positif dan hukum 

Islam.  

 

 

                                                 
25 Ibid  
26 Ibid., 104 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
27

  

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini digunakan 

teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
28

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
29

 Analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan 

teknik analisis isi (content analysis).
30

 

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 

menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 

(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. 

Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang 

integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, 

                                                 
27 Sugiyono, Metode Penelitian., 224 
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., 274 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian., 244 
30

 Burhan Ashafa, Metode Penelitian., 16. 
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mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka 

untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.
31

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data 

didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-

undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian waralaba 

menurut hukum positif dan hukum Islam. Kemudian bahan yang sudah 

ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan 

dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga 

diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan 

tujuan penelitian yang diinginkan. 

                                                 
31 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

147 



BAB II 

PERJANJIAN BISNIS WARALABA 

 

 

B. Bisnis Waralaba (Franchise) 

1. Pengertian Bisnis Waralaba (Franchise) 

Waralaba adalah terjemahan dari kata franchise, berasal dari kata 

wara yang artinya lebih dan laba yang artinya untung. Berdasarkan arti 

harfiah tersebut dapat diketahui bahwa waralaba adalah suatu usaha yang 

memberikan keuntungan lebih/istimewa.
32

 

Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah RI  No. 42  Tahun 

2007 tentang Waralaba dijelaskan pengertian waralaba sebagai berikut:  

“Waralaba diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri 

khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang 

telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh 

pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”.
33

 

 

Waralaba adalah suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan 

jasa, di mana sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada 

individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah 

(franchisee), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha 

tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di 

suatu tempat tertentu.
34

  

                                                 
32 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), 620 
33 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 12 
34 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 

57 
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Pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 

Usaha Waralaba, dijelaskan pengertian waralaba sebagai berikut:  

“Waralaba (franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba 

dengan penerima waralaba di mana penerima waralaba diberikan 

hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau 

menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau 

ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu 

imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi 

waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan 

konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi 

waralaba kepada penerima waralaba.”
35

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bisnis waralaba 

adalah suatu bisnis dengan pemberian hak yang diberikan oleh pemberi 

waralaba kepada penerima waralaba untuk dijalankan sesuai dengan 

ketentuan dan aturan yang berlaku. 

2. Jenis-jenis Bisnis Waralaba (Franchise) 

Model bisnis waralaba ada tiga macam, yaitu waralaba jasa, 

waralaba barang, dan waralaba distribusi. Tiga bentuk waralaba ini 

ditemukan dalam katagorisasi waralaba yang dibuat oleh European Court 

of Justice pada putusannya dalam kasus “Pronuptia”. Kombinasi ketiga 

bentuk waralaba tersebut terdapat di Indonesia yang umumnya dapat 

ditemui pada usaha restoran cepat saji, seperti pada Mc Donalds dan 

Kentucky Fried Chiken.
36

  

                                                 
35 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba., 12 
36 Ibid., 15 
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Menurut East Asian Executive Report, sebagaimana dikutip oleh 

Salim HS, bisnis waralaba atau franchise diklasifikasikan menjadi tiga 

jenis, yaitu sebagai berikut:  

a. Product Franchise, suatu bentuk waralaba dimana penerima 

waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari 

patnernya dengan pembatasan areal, seperti pengecer bahan 

bakar Shell atau British Petroleum.  

b. Processing Franchise or Manufacturing Franchise, di sini 

pemberi waralaba hanya memegang peranan memberi Know-

how, dari suatu proses produksi seperti minuman Coca Cola 

atau Fanta. 

c. Bussiness Format atau System Franchise, dimana pemberi 

waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan 

produk dalam satu paket, kepada konsumen. Seperti Dunkin 

Donuts, KFC, Pizza Hut, dan lain-lain.
37

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberpa 

jenis waralaba antara lain yaitu, waralaba jasa, waralaba barang, dan 

waralaba distribusi. Ada juga yang mengatakan jenis waralaba yaitu:       

1) product franchise, 2) processing franchise or manufacturing franchise,, 

dan 3) bussiness format atau system franchise.  Di Indonesia sendiri sudah 

banyak bertumbuhan usaha waralaba, mulai dari usaha waralaba seperti 

usaha makanan, pendidikan, jasa, dan kesehatan.  

3. Karakteristik Bisnis Waralaba (Franchise) 

Karakteristik dasar waralaba (franchise) menurut Richard Burton 

Simatupang, antara lain sebagai berikut: 

a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili 

kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchisee.  

b. Franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek 

bisnis yang akan dimasukinya.  

                                                 
37 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 168 
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c. Franchisee diperbolehkan (dalam kendali franchisor) beroperasi 

dengan menggunakan nama/merek dagang, format dan atau 

prosedur, serta segala nama (reputasi) baik yang dimiliki 

franchisor.  

d. Franchisee harus mengadakan investasi yang berasal dan 

sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain 

(misalnya kredit perbankan).  

e. Franchisee berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri.  

f. Franchisee membayar fee dan atau royalti kepada franchisor 

atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus menerus 

diberikan oleh franchisor.  

g. Franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu 

dimana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan 

barang atau jasa yang dihasilkannya.  

h. Transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchisee 

bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari 

perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan 

perusahaan yang dikontrolnya.
38

 

 

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, karakteristik bisnis waralaba 

dari segi yuridis yaitu sebagai beirkut:  

a. Unsur dasar  

1. Ada pihak franchisor; 

2. Ada pihak franchisee, dan 

3. Bisnis waralaba itu sendiri.  

b. Keunikan produk 

c. Konsep bisnis total 

d. Franchisee memakai atau menjual produk 

e. Franchisor menerima fee dan royalti.  

f. Adanya pelatihan manajemen dan keterampilan khsuus. 

g. Pendaftaran merek dagang, paten, atau hak cipta. 

h. Bantuan pendaan franchisee dari franchisor atau lembaga 

keuangan.  

i. Pembelian produk langsung dari franchisor 

j. Bantuan promosi dan periklanan dari franchisor 

k. Pelayanan pemilihan lokasi oleh franchisor. 

l. Daerah pemasaran yang eksklusif. 

m. Pengendalian dan penyeragaman mutu. 

n. Mengandung unsur merek dan sistem bisnis tertentu.
39

  

 

                                                 
38 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum., 58-59 
39 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba., 50-51 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa karakteristik 

bisnis waralaba yaituada pihak franchisor, ada pihak franchisee, dan bisnis 

waralaba itu sendiri. Unsur tambahan lainnya adalah; keunikan produk, 

konsep bisnis total, franchisee memakai atau menjual produk, franchisor 

menerima fee dan royalti, adanya pelatihan manajemen dan keterampilan 

khusus, pendaftaran merek dagang, paten, atau hak cipta, bantuan 

pendanaan franchisee dari franchisor atau lembaga keuangan, pembelian 

produk langsung dari franchisor, bantuan promosi dan periklanan dari 

franchisor, pelayanan pemilihan lokasi oleh franchisor, daerah pemasaran 

yang eksklusif, pengendalian dan penyeragaman mutu, mengandung unsur 

merek dan sistem bisnis tertentu. 

4. Keuntungan dan Kerugian Bisnis Waralaba (Franchise) 

a. Keuntungan Bisnis Waralaba 

Menurut Richard Burton Simatupang, keuntungan dari bisnis 

franchise yaitu sebagai berikut:  

1. Diberikannya latihan dan pengarahan yang diberikan oleh 

franchisor. Latihan awal ini diikuti oleh pengawasan yang 

berlanjut.  

2. Diberikannya bantuan finansial dari franchisor. Biaya 

permulaan tinggi, dan su mber modal dari pengusaha sering 

terbatas. Bila prospek usaha dianggap suatu risiko yang 

baik, franchisor sering memberikan dukungan finansial 

kepada franchisee.  

3. Diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk atau 

merek yang telah dikenal.
40

 

 

                                                 
40 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum., 60 
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Sedangkan menurut Adrian Sutedi,  keuntungan dari bisnis 

franchise yaitu sebagai berikut: 

1) Franchisee tidak memerlukan pengetahuan dasar dan 

pengetahuan khusus.  

2) Franchisee mendapat insentif dengan memiliki bisnis 

sendiri sehingga mendapat keuntungan tambahan. 

3) Franchisee akan menerima (apabila perlu) bantuan sebagai 

berikut:  

a. Penyelesaian tempat 

b. Mempersiakan rencana untuk memperbaiki model 

outlet, termasuk rencdana tata kota yang diperlukan 

atau persyaratan-persyaratan hukum yang diperlukan. 

c. Mendapatkan dana untuk sebagian biaya akuisisi dari 

bisnis yang diwaralabakan. 

d. Pelatihan staf franchisee 

e. Bantuan pembelian peralatan 

f. Membantu membuka bisnis dan menjalankannya 

dengan lancar. 

4) Franchisee mendapat keuntungan dari aktivitas iklan dan 

promosi franchisor pada tingkat nasional. 

5) Franchisee mendapat keuntungan dari daya beli yang besar 

dan kemampuan negoisasi yang dilakukan franchisor. 

6) Franchisee mendapat pengetahuan khusus serta 

pengalaman dari ogranisasi dan manajemen kantor pusat 

franchisor, walaupun ia tetap mandiri.  

7) Risiko franchisee berkurang sangat besar. 

8) Franchisee mengambil keuntungan dari program riset dan 

pengembangan franchisor yang terus-menerus dilakukan 

untuk memperbaiki bisnis dan membuatnya tetap up to date 

dan kompetitif.  

9) Franchisor mengumpulkan informasi dan pengalaman yang 

tersedia sebanyak-banyaknya untuk dibagi kepada seluruh 

franchisee dalam sistemnya.
41

  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keuntungan 

bisnis waralaba yaitu menciptakan kemitraan yang saling 

mengguntungkan, manajemen bisnis bagus, dukungan dan keamanan 

terjamin, keuntungan lebih besar, dan kemungkinan merugi sedikit. 

                                                 
41 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba., 129-130 
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b. Kerugian Bisnis Waralaba 

Menurut Richard Burton Simatupang, kerugian dari bisnis 

franchise yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya program latihan yang dijanjikan oleh franchisor 

kadangkala jauh dari apa yang diinginkan oleh franchisee.  

2) Perincian setiap hari tentang penyelenggaraan perusahaan 

sering diabaikan.  

3) Hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada 

fanchisee untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. 

Mereka mendapatkan diri mereka terikat pada suatu 

kontrak yang melarang untuk membeli baik peralatan 

maupun pembekalan dari tempat lain.  

4) Pada bisnis franchise jarang mempunyai hak untuk menjual 

perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu 

menawarkannya kepada franchisor dengan harga yang 

sama.
42

  

Sedangkan menurut Adrian Sutedi,  kerugian dari bisnis 

franchise yaitu sebagai berikut: 

1) Tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara franchisor 

pasti melibatkan penekanan kontrol, artinya kontrol 

tersebut akan mengatur kualitas jasa dan produk yang akan 

diberikan kepada masyarakat melalui franchisee. 

2) Franchisee harus membayar franchisor untuk jasa-jasa 

yang didapatkannya untuk penggunaan sistem.  

3) Kesukaran dalam menilai kualitas franchisor. 

4) Kontrak waralaba akan berisi beberapa pembatasan 

terhadap bisnis yang diwaralabakan. 

5) Franchisee mungkin menjadi terlalu tergantung kepada 

franchisor.  

6) Kebijakan-kebijakan franchisor mungkin mempengaruhi 

keuntungan franchisee. 

7) Reputasi dan citra merek dari bisnis yang diwaralabakan 

mungkin menjadi turun citranya karena alasan-alasan di 

luar kontrol franchisor.
43
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kerugian 

bisnis waralaba yaitu modal awal yang besar (investasi), adanya durasi 

kontrak, dan kemungkinan terjadi konflik besar. 

C. Perjanjian Bisnis  

4. Pengertian Perjanjian Bisnis 

Perjanjian bisnis adalah suatu perjanjian di mana beberapa orang 

bermufakat untuk bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, dengan 

tujuan membagi keuntungan yang akan diperoleh. Perjanjian ini 

merupakan suatu bentuk kerja sama.
44

 

Menurut Grotius, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin, perjanjian 

bisnis adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji 

tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa 

masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan 

yang telah diperjanjikan.
45

  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian 

bisnis adalah adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal dalam lapangan ekonomi.  

5. Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis 

Waralaba merupakan suatu perjanjian bisnis antara dua pihak. 

Sebagai perjanjian dapat dipastikan terikat pada ketentuan dalam KUH 

                                                 
44 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), 166 
45 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 19 
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Perdata tentang perjanjian Pasal 1313, sahnya perjanjian Pasal 1320, dan 

kebebasan berkontrak Pasal 1338. Selanjutnya untuk sahnya suatu 

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata diperlukan empat syarat yaitu: 

sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat 

perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
46

 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dimaksudkan 

adalah bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua 

belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur 

oleh perjanjian tersebut.
47

  

Sepakat mereka yang mengikatkan diri mengandung tiga arti, 

sebagai berikut:  

1. Orang-orang yang membuat perjanjian hraus sepakat atau setuju 

mengenai hal-hal yang pokok dan syarat-syarat lain untuk 

mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok  

2. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak 

yang lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas.
48

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sepakat 

mereka yang mengikatkan diri artinya dalam perjanjian harus ada 

kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan 

pihak lainnya.  

                                                 
46 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata, (Jakarta: PT. 

Balai Pustaka, tt), 339 
47 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 15 
48 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, 112 
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b. Kecapakan untuk membuat perikatan 

Kecakapan untuk membuat perikatan maksudnya adalah bahwa 

pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum 

memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Kewenangan 

berbuat baru dianggap salah oleh hukum manakan perjanjian dilakukan 

oleh orang-orang sebagai berikut:  

1. Orang yang sudah dewasa 

2. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengamunan 

3. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan 

pebuatan tertentu.
49

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kecapakan 

untuk membuat perikatan merupakan syarat umum untuk dapat 

melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, 

sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-

undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. 

c. Mengenai suatu hal tertentu  

Mengenai suatu hal tertentu yaitu bahwa perjanjian haruslah 

berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas, dan yang dibenarkan oleh 

hukum.
50

 Menurut Syaifuddin, pokok mengenai suatu hal tertentu 

                                                 
49 Munir Fuady, Pengantar Hukum., 15 
50 Ibid., 14 
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artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas 

sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan.
51

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa mengenai 

hal tertentu artinya suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila yang 

diperjanjikan itu merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup 

jelas atau tertentu. 

d. Suatu sebab yang halal  

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah bahwa suatu 

perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai 

hukum yang berlaku.
52

 Menurut Syaifuddin, kriteria atau ukuran sebab 

yang halal adalah:  

1. Perjanijan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang 

2. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan 

3. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.
53

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu sebab 

yang halal artinya isi dan tujuan dari perjanjian itu tidak dilarang atau 

tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan 

apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka 

                                                 
51 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, 128 
52 Munir Fuady, Pengantar Hukum., 14 
53 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, 133 
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menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai 

kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. 

 

6. Asas-Asas Perjanjian Bisnis  

Asas-asas perjanjian bisnis diatur dalam KUH Perdata, yang 

setidaknya memiliki lima asas yang perlu mendapat perhatian dalam 

pembuatan perjanjian, adapun asas-asas yang diperlukan untuk membuat 

suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu: 

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)  

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari 

berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan 

berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak 

dalam suatu perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak 

membuat perjanjian, demikian juga kebebasannya untuk mengatur 

sendiri isi perjanjian tersebut.
54

 

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:  

a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 

yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  

c. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.
55
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas 

kebebasan berkontrak sah apabila memenuhi persyaratan yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. 

b. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 

Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) adalah bahwa 

suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para 

pihak tersebut secara penuh sesuai isi perjanjian tersebut. Mengikatnya 

secara penuh atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh 

hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari 

suatu undang-undang.
56

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas 

kepastian hukum adalah berarti setiap orang yang membuat perjanjian, 

dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian 

tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut 

mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. 

c. Asas Konsensualisme (Conncesualism) 

Asas konsensualisme yaitu para pihak sepakat atau setuju 

mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas 

konsensualisme berarti perjanjian itu ada sejak ada kesepakatan 

mengenai hal yang pokok.
57

 Menurut Munir Fuady, yang dimaksud 

dengan asas konsensualisme dari suatu perjanjian adalah bahwa jika 

                                                 
56 Munir Fuady, Pengantar Hukum., 12-13 
57 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, 77 
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suatu perjanjian telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara 

penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak 

disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian 

tetentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.
58

 

Asas konsensualisme terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUH Perdata yang mengharuskan adanya kata sepakat di antara para 

pihak yang membuyat perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak 

yang membuatnya jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau 

hal pokok dari kontrak tersebut.
59

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas 

konsensualisme adalah asas yang menentukan bahwa perjanjian itu 

telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, kecuali untuk beberapa 

jenis perjanjian tetentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.  

d. Asas Itikad Baik 

Kesepakatan dalam perjanjian yang diwujudkan secara lisan 

maupun tertulis dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak 

harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam 

pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang memuat ketentuan imperatif, 

yaitu “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
60

   

Subekti, sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin menjelaskan 

bahwa itikad baik menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 
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merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum 

perjanjian, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk 

mengawasi pelaksanaan suatu perjanujian, agar tidak melanggar 

kepatuhan dan keadilan.
61

 

Terkait dengan keberlakukan asas itikad baik pada tahap 

pembuatan perjanjian, dapat dijelaskan bahwa jika pelaksanaan suatu 

perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar perasaan 

keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan 

kewajiban yang tercantum dalam kperjanjian tersebut.
62

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas itikad 

baik adalah semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu 

perjanjian. Asas ini adalah asas kejujuran dalam membuat perjanjian.  

e. Asas Obligatoir  

Asas obligatoir adalah suatu asas yang mementukan bahwa jika 

suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi 

keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-

matam. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak 

kebedaan belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, 

maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi 

kontrak obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya 
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kontrak kebendaan tersebut atausering disebut juga dengan serah 

terima.
63

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa asas 

boligatoir mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-

pihak baru dalam tara menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum 

mengalihkan hak milik. 

D. Batas Perjanjian Bisnis Waralaba  

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintahan No.16 Tahun 1997 

tentang Waralaba (yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah No.42 

Tahun 2007), masalah waralaba menjadi persoalan besar, karena pewaralaba 

(franchisor) harus menggantungkan pada kesepakatan yang tertulis di dalam 

kontrak kerja sama. Artinya kedua belah pihak harus sangat teliti dan hati-hati 

atas apa yang disepakati. Perlindungan dari ketetapan lain yang mengatur 

suatu kerja sama waralaba dapat diasumsikan sulit diperoleh, kalaupun ada. 

Etika pewaralabaan (franchising ethics) merupakan sumber yang sementara 

itu dapat dijadikan pedoman apakah perjanjian yang disusun mempunyai 

landasan yang adil dan benar.
64

 

Perjanjian waralaba memuat kumpulan beberapa batas-batas, antara 

lain yaitu prosedur perjanjian, model perjanjian, dan kekuatan hukum 

perjanjian bisnis waralab. Lebih jelasnya dapat diuraikan di bawah ini. 

4. Prosedur Perjanjian Bisnis Waralaba 
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Mengenai prosedur perjanjian bisnis waralaba, pada Pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 menentukan bahwa sebelum 

membuat perjanjian, pemberi waralaba harus mencantumkan secara 

tertulis dan benar, sekurang-kurangnya mengenai:  

 

a. nama dan alamat para pihak; 

b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; 

c. kegiatan usaha; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan 

pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima 

waralaba; 

f. wilayah usaha; 

g. jangka waktu perjanjian; 

h. tata cara pembayaran imbalan; 

i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; 

j. penyelesaian sengketa; dan 

k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan 

perjanjian.
65

 

 

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-

undangan merupakan das sollen yang harus ditaati oleh para pihak dalam 

perjanjian waralaba. Jika para pihak mematuhi semua peraturan tersebut, 

maka tidak akan muncul masalah dalam pelaksanaan perjanjian bisnis 

waralaba.
66

 

Perjanjian waralaba juga dapat mengatur suatu ketentuan yang 

memungkinkan franchisee untuk memberikan waralaba lanjutan kepada 

pihak lain dengan ketentuan bahwa franchisee tersebut harus 

mengoperasikan sekurang-kurangnya satu outlet waralaba dan perjanjian 
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bisnis waralaba lanjutan tersebut dibuat dengan sepengetahuan franchisor. 

Dalam memberikan waralaba lanjutan, franchisee utama wajib 

membuktikan kepada franchisee lanjutan bahwa ia memiliki kewenangan 

untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 

Peraturan Menteri Perdagangan yang memuat ketentuan mandatoir (yang 

harus ada) mengenai isi klausul minimal yang harus diatur dalam 

perjanjian waralaba. Di antaranya ialah sebagai berikut: 

i. Jangka waktu perjanjian minimal 10 tahun untuk perjanjian 

waralaba antara franchisor dengan franchisee utama.  

ii. Minimal lima tahun untuk perjanjian waralaba antara 

franchisee utama dengan franchisee lanjutan (Pasal 7 

Permendag)  

iii. Jenis HaKI Pasal 6 huruf b, penemuan atau ciri khas usaha 

misalnya:  

1) sistem manajemen;  

2) cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang 

merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek 

waralaba;  

3) Hak dan kewajiban para pihak;  

4) Bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada franchisee.
67

 

 

Setelah perjanjian waralaba disetujui oleh pihak-pihak yang 

terlibat, franchisee harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Usaha 

Waralaba (STPUW) yang dapat diperoleh dari Departemen Perdagangan. 

Untuk mendapatkan STPUW tersebut, franchisee harus mendaftarkan 

perjanjian warlaabanya di Departemen Perdagangan selambat-lambatnya 

30 hari semenjak perjanjian waralaba tersebut berlaku efektif. Jika 

franchisee lalai untuk melakukan pendaftaran setelah diberikan tiga kali 
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peringatan, maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin-izin 

usaha sejenis milik franchisee dapat dicabut.
68

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebelum 

membuat perjanjian, pemberi waralaba harus mencantumkan secara 

tertulis dan benar, sekurang-kurangnya  yang tercantum dalam  pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Hal-hal yang diatur oleh hukum 

dan peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh para pihak dalam 

perjanjian waralaba 

5. Model Perjanjian Bisnis Waralaba 

Perjanjian bisnis waralaba di Indonesia setidaknya dibagi menjadi 

tiga model, yaitu sebagai berikut:  

a. Model distributorships (product franchise) 

Perjanjian model distributorships (product franchise) yaitu 

perjanjian bisnis waralaba dengan franchisor memberikan 

lisensi kepada franchisee untuk menjual barang-barang hasil 

produksinya. Pemberian lisensi ini bisa bersifat eksklusif 

ataupun non eksklusif. Seringkali terjadi franchisee diberi hak 

eksklusif untuk memasarkan di suatu wilayah tertentu. 

b. Model Chain-Style Business 

Perjanjian model chain-style business adalah perjanjian bisnis 

waralaba dengan franchisee mengoperasikan suatu kegiatan 

bisnis dengan memakai nama franchisor. Sebagai imbalan dari 

penggunaan nama franchisor, maka franchisee harus mengikuti 

metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah 

pengawasan franchisor dalam hal bahan-bahan yang digunakan 

pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, 

persyaratan para karyawan, dan lain-lain.  

c. Model manufactoring atau processing plants 

Perjanjian model manufactoring atau processing plants yaitu 

perjanjian bisnis waralaba dimana franchisor memberitahukan 

bahan-bahan serta tata cara pembuatan suatu produk, termasuk 

di dalamnya formula-formula rahasianya. Franchisee 
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memproduksi, kemudian memasarkan barang-barang itu sesuai 

standar yang telah ditetapkan franchisor.
69

  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga 

model perjanjian bisnis waralaba, yakni model distributorships (product 

franchise), model chain-style business, dan model manufactoring atau 

processing plants. 

 

6. Kekuatan Hukum Perjanjian Bisnis Waralaba 

Tujuan hukum tidak lain adalah damai sejahtera. Terkait perjanjian 

bisnis waralaba, untuk mencapai tujuan damai sejahtera tersebut, 

diperlukan instrumen hukum yang dapat secara adil mengadakan 

keseimbangan di antara para pihak dalam bisnis waralaba yang 

dilaksanakan berdasarkan perjanjian bisnis waralaba.
70

  

Agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, pemberi waralaba dan 

penerima waralaba wajib memenuhi prosedur oleh para pihak dalam 

perjnajian bisnis waralaba menurut PP. No. 42/2007 yakni pendaftaran 

waralaba.
71

 Pendaftaran waralaba terbagi dalam 2 (dua) tahap yang akan 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba 

Pemberi waralaba diwajibkan berdasarkan PP. No. 42/2007 

melakukan pendaftaran prospektus penawaran waralaba. Namun, 

sebelum melakukan pendaftaran prospektus penawaran waralaba, 
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Pemberi Waralaba diwajibkan untuk menyampaikan prospektus 

penawaran waralaba kepada calon Penerima Waralaba. Hal ini 

ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 PP No. 42/2007:  

1. Pemberi waralaba harus memberikna prospektus penawaran 

waralaba kepada calon penerima waralaba 

2. Prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai:  

a. Data identitas pemberi waralaba; 

b. Legalitas usaha pemberi waralaba; 

c. Sejarah kegiatan usahanya; 

d. Struktur organisasi pemberi waralaba; 

e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; 

f. Jumlah tempat usaha; 

g. Daftar penerima waralaba; dan 

h. Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima 

waralaba.
72

 

 

Penyampaian prospektus penawaran waralaba oleh pemberi 

waralaba kepada calon penerima waralaba ini memegang peranan yang 

penting di dalam sebuah bisnis waralaba. Tujuannya adalah agar 

Penerima Waralaba bisa melakukan studi kelayakan bisnis terhadap 

bisnis waralaba yang akan dijalaninya. Selain itu, juga agar Penerima 

Waralaba mengetahui apa yang menjadi keuntungan dan apa yang 

dapat dibebankan kepadanya sebagai hak dan kewajiban Penerima 

Waralaba dalam kontrak waralaba sejak dini. Dalam ketentuan Pasal 4 

dari PP No. 42/2007 diatur: Pemberi Waralaba harus menyampaikan 

prospektus penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba paling 
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singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian 

Waralaba.
73

 

Pendaftaran prospektus penawaran waralaba bermanfaat bagi 

pemerintah guna memperoleh informasi hukum cukup dan memadai 

guna melakukan pemerataan ekonomi dan mewujudkan keberpihakan 

terhadap perekonomian dalam negeri. Keterkaitan tersebut terjadi 

karena dalam pendaftaran prospektus penawaran waralaba, Pemberi 

Waralaba waiib menyampaikan pula daftar Penerima Waralaba dalam 

prospektus penawaran waralaba. 

b. Pendaftaran Perjanjian Waralaba  

Sebuah bisnis waralaba dilaksanakan berdasarkan sebuah 

perjanjian waralaba. Penerima Waralaba sesuai PP No. 42/2007 

memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran perjanjian waralaba. 

Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 4 PP No. 42/2007 wajib 

berbentuk tertulis. Palam Pasal 5 ayat (1) Permendag No. 53/2012 

lebih laniut ditentukan: Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan 

pada Perjanjian Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang 

setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Hal ini sangat 

menarik, karena Negara Indoneisia melalui Pemerintah turut serta 

mengatur pilihan hukum yang sebenarnya merupakan kebebasan dari 

para pihak dalam kontrak waralaba untuk menentukannya. Dengan 
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kata lain, untuk perjanjian waralaba di Indonesia tidak dimungkinkan 

ada klausula pilihan hukum (choice of law).
74

  

Perjanjian waralaba dibuat oleh Pemberi Waralaba, maka untuk 

meniamin keseimbangan para pihak dalam kontrak waralaba dalam 

Pasal 5 ayat (3) Permendag No. 53/2012 ditentukan:  Perjanjian 

Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 

kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu 

sebelum penandatanganan perjanjian. Tuiuan pengaturan ini tidak lain 

adalah agar Penerima Waralaba memiliki waktu yang cukup untuk 

melakukan pemeriksaan ulang terhadap bisnis waralaba yang 

ditawarkan oleh Pemberi Waralaba dalam prospektus penawaran 

waralaba. Dengan kata lain, untuk mencocokkan dan meyesuaikan hal-

hal yang disampaikan Pemberi Waralaba dalam prospektus penawaran 

waralaba (terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak) dengan 

hal-hal yang diatur dalam perjanjian waralaba.
75

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mengenai 

kekuatan hukum perjanjian bisnis waralaba, antara pemberi waralaba dan 

penerima waralaba wajib memenuhi prosedur oleh para pihak dalam 

perjnajian bisnis waralaba menurut PP. No. 42/2007 yakni pendaftaran 

waralaba  yang meliputi pendaftaran prospektus penawaran waralaba dan 

pendaftaran perjanjian waralaba. 
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BAB III 

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA 

 

 

E. Perjanjian Waralaba dalam Hukum Positif 

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak 

dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam KUHPerdata 

ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak (freedom of 

contract). Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Suatu perjanjian yang dibuat menjadi 

sah jika memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. 

Oleh karena itu, hukum kontrak di Indonesia menganut suatu ”sistem terbuka” 

(open system), yang berarti bahwa setiap orang adalah bebas untuk membuat 

segala macam kontrak.
76

  

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian waralaba menjadi sah harus dipenuhinya empat syarat yang 

ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut. 

1.  Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Artinya, 

untuk membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada 

penipuan, dan tidak boleh ada kekhilafan. Jika perjanjian yang dibuat tidak 

disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. 
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2. Para pihak harus cakap (mampu) bertindak dalam hukum. Artinya, pihak-

pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mampu membuat 

perjanjian. Yang dimaksud orang yang cakap adalah orang yang sudah 

dewasa serta orang yang tidak berada di bawah pengampuan (curatele), 

seperti orang yang sakit jiwa, pemabuk, penjudi, dan sebagainya. , 

3. Suatu hal tertentu. Artinya, di dalam perjanjian dicantumkan apa yang 

menjadi objek perjanjian, misalnya perjanjian waralaba jenis makanan. 

Jika hal ini tidak dicantumkan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum 

atau tidak sah. 

4. Sebab yang halal. Artinya perjanjian yang dibuat tidak bertentangan 

dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah jika bertentangan dengan 

undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
77

 

Keempat syarat inilah yang harus dipenuhi. Apabila sudah dipenuhi, 

barulah suatu perjanjian disebut perjanjian yang sah. Sesuai dengan Pasal 

1338 KUHPerdata, apabila suatu perjanjian dibuat secara sah, maka 

berlakulah ia sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh 

karena itu, sebuah perjanjian waralaba yang sah akan mengikat baik 

francshisor dan franchisee sehingga amat penting bagi para pihak yang 

terlibat dalam perjanjian mengatur isi perjanjian secara rinci.
78

  

Meskipun tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata, namun 

waralaba sebagai suatu perjanjian harus mengacu pada ketentuan umum yang 
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telah berlaku khususnya mengenai sahnya perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Buku III KUH Perdata. 

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang 

Waralaba yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 

2007, masalah waralaba menjadi persoalan besar, karena pewaralaba 

(franchisor) harus menggantungkan pada kesepakatan yang tertulis di dalam 

kontrak kerja sama. Artinya kedua belah pihak harus sangat teliti dan hati-hati 

atas apa yang disepakati. Perlindungan dari ketetapan lain yang mengatur 

suatu kerja sama waralaba dapat diasumsikan sulit diperoleh, kalaupun ada. 

Etika pewaralabaan (franchising ethics) merupakan sumber yang sementara 

itu dapat dijadikan pedoman apakah perjanjian yang disusun mempunyai 

landasan yang adil dan benar.
79

 

Apapun jenisnya waralaba sebagai sebuah kegiatan bisnis sebagaimana 

kegiatan bisnis yang lainnya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 42 

Tahun 2007 dilaksanakan dan dirumuskan dalam suatu hubungan kontraktual 

yaitu berdasarkan kontrak waralaba.
80

  

Bab II Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 mengatur tentang 

perjanjian waralaba menyebutkan sebagai berikut:  

1. Perjanjian Waralaba  

Pasal 5:  

Perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit :  

a.  Nama dan alamat para pihak  

                                                 
79 Ibid., 79 
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b.  Jenis hak kekayaan intelektual  

c.  Kegiatan usaha  

d.  Hak dan kewajiban para pihak  

e.  Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran 

yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba  

f.  Wilayah usaha  

g.  Jangka waktu perjanjian  

h.  Tatacara pembayaran imbalan  

i.  Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris  

j.  Penyelesaian sengketa; dan  

k.  Tatacara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian.
81

 

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 tentang 

waralaba, pada ayat (1) yang berbunyi “waralaba diselenggarakan 

berdasarkan perjanjian tertulis antara, para waralaba dengan penerima 

waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”
82

, dapat dijelaskan 

bahwa setiap perjanjian waralaba apapun bentuknya wajib untuk dibuat 

secara tertulis oleh para pihak. Eksistensi dari perjanjian waralaba sendiri 

sejatinya adalah sebuah kontrak innominaat. Menurut Salim H.S 

sebagaiman dikutip oleh Kogin, kontrak innominaat merupakan kontrak-

kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik.
83

  

                                                 
81 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba, 3 
82 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba, 2 
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Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal perjanjian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia”
84

, dapat dijelaskan bahwa pada 

praktiknya apabila sarana komunikasi dan instruksi yang dipergunakan 

antara para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian bukanlah 

bahasa Indonesia, contohnya bahasa Inggris, maka terjemahan bahasa 

Inggris dari perjanjian waralaba dapat dilampirkan. Dalam hal ini, harus 

ada suatu klausul yang secara eksplisit menyatkan bahwa Bahasa 

Indonesia adalah bahasa resmi dari perjanjian waralaba tersebut, bukan 

terjemahannya ke dalam bahasa-bahasa lain.
85

  

Namun, meskipun suatu terjemahan dalam bahasa lainnya dapat 

disertakan, ketetapan dan interpretasi dari terjemahan tersebut akan 

menjadi pertimbangan tersendiri. Oleh karena itu, sangat disarankan dalam 

pembuatan suatu perjanjian waralaba, pihak asing meminta pendapat dari  

konsultan yang dapat diandalkan. Perjanjian bisnis waralaba tidak perlu 

dibuat dalam bentuk akta notaris. Para pihak dapat membuat sendiri di 

bawah tangan dengan mengikuti ketentuan KUHPerdata.
86

 

2. Ketentuan yang Harus Ada dalam Perjanjian Waralaba 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dijelaskan 

mengenai klausul-klausul yang wajib pada sebuah perjanjian bisnis 

waralaba, yaitu sebagai berikut:  

                                                 
84 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba, 2 
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a. Nama dan alamat para pihak  

Hal ini sebenarnya terkait dengan kebebasan dari para pihak 

dengan siapa ia ingin mengadakan perjanjian bisnis waralaba. Namun, 

khusus pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman ada syarat 

yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemberi Waralaba 

yang ingin mengadakan perjanjian bisnis waralaba dengan Penerima 

Waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor O7/M-DAG/PER/2/2013 Tentang 

Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa 

Makanan dan Minuman (selanjutnya disingkat Permendag No. 

7/2013).
87

 Pada Pasal 6 Permendag No. 7/2013 ditentukan: “Pemberi 

Waralaba atau Penerima Waralaba untuk jenis usaha Restoran, Rumah 

Makan, Bar/Rumah Minum dan Kafe dalam mendirikan outlet/gerai 

tambahan yang diwaralabakan dan/atau dikerjasamakan dengan pola 

penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus 

mengutamakan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah setempat 

sebagai Penerima Waralaba dan/atau penyerta modal sepanjang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.”
88

  

Nama dan alamat para pihak dalam KUHPERDATA dianggap 

sangat penting, di mana pada pasal 1412 dijelaskan bahwa jika apa 

yang harus dibayar berupa suatu barang yang harus diserahkan di 
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tempat barang itu berada, maka debitur harus memperingatkan kreditur 

dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya, dengan suatu 

akta yang harus diberitahukan kepada kreditur sendiri atau ke alamat 

tempat tinggalnya, atau ke alamat tempat tinggal yang dipilih untuk 

pelaksanaan persetujuan. Jika peringatan itu telah dijalankan dan 

kreditur tidak mengambil barangnya, maka debitur dapat diizinkan 

oleh Hakim untuk menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain.
89

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nama dan 

alamat para pihak diperlukan dalam klausula perjanjian waralaba 

dikarenakan apabila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka 

dapat segera diselesaikan dikarenakan nama dan alamat sudah 

diketahui sebelumnya.  

b. Jenis hak kekayaan intelektual  

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang 

Penyelenggaraan Waralaba selanjutnya disingkat Permendag No. 

53/2012): Jenis Hak Kekayaan lntelektual, yaitu Jenis Hak Kekayaan 

lntelektual Pemberi Waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, 

desain outlet/gerai, sistem manajemen pemasaran atau racikan bumbu 

masakan yang diwaralabakan.
90
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Pustaka, 2014), 356 
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Memang bisnis waralaba memiliki kaitan yang erat dengan 

konsep Hak Kekayaan lntelektual. Pada kegiatan usaha jasa makanan 

dan minuman, HKI yang memiliki keterkaitan erat dengan sebuah 

perjanjian waralaba adalah Merek dan Rahasia Dagang. Hal ini 

disebabkan waralaba pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman 

pasti menggunakan tanda atau logo restoran atau kafe yang didaftarkan 

sebagai Merek, dan informasi-informasi rahasia contohnya resep 

makanan dan minuman yang dilindungi dengan Rahasia Dagang.
91

  

Pada KUHPerdata Pasal 500, dijelaskan bahwa segala apa yang 

karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti 

pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun 

hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada 

kebendaan itu laksana dahan danj akar terpaut pada tanahnya, 

kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.
92

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jenis hak 

kekayaan lntelektual waralaba contohnya seperti merk, logo 

perusahaan, desain gerai, sistem manajemen pemasaran atau racikan 

bumbu masakan. 

c. Kegiatan usaha  

Pada Pasal 21 ayat (1) Permendag No. 53/2012 ditentukan: 

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba hanya dapat melaksanakan 

usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya. Sesuai dengan 
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ketentuan tersebut maka orang atau badan usaha yang tidak memiliki 

izin usaha di bidang jasa makanan dan minuman dilarang 

melaksanakan atau turut serta sebagai pihak di dalam sebuah kontrak 

waralaba pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman.
93

 

Pada Pasal 1619 KUHPerdata dijelaskan bahwa segala 

persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat 

untuk manfaat bersama para pihak. Masing-masing sekutu diwajibkan 

memasukkan uang, braang-barang lain, ataupun kerajinannya ke dalam 

perjanjian tersebut.
94

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan 

usaha yang diperbolehakn dalam sebuah kontrak waralaba yaitu 

sebuah usaha yang memiliki izin usaha resmi. 

d. Hak dan kewajiban para pihak  

Sebagai sebuah kontrak para pihak dalam perjanjian waralaba 

dibebani dengan hak dan kewajiban. Pada Lampiran II Permendag No. 

53/2012 ditentukan: Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan 

Penerima Waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh 

Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti: 

1) Hak dan kewajiban pemberi waralaba 

Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari 

Penerima Waralaba, dan selanjutanya Pemberi Waralaba 

                                                 
93 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/ 8/2012 

Tentang Penyelenggaraan Waralaba, 10 
94 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., 426 
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berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan 

kepada Penerima Waralaba. 

 

2) Hak dan kewajiban penerima waralaba 

Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan 

Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, 

dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode 

Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi 

Waralaba.
95

 

Biaya-biaya dalam waralaba yang menjadi hak dari Pemberi 

Waralaba antara lain sebagai berikut: 

1) Royalty 

Menurut Agus Yudha Hernoko sebagaimana dikutip oleh 

Kevin Kogin, pembayaran royalty merupakan bentuk pembayaran 

terhadap hasil penggunaan atau pemanfaatan hak (HAKI), yang 

pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman dapat berupa 

pembayaran terhadap izin penggunaan logo restoran atau kafe, dan 

izin penggunaan resep makanan dan minuman milik Pemberi 

Waralaba.
96

 

2) Initial Fee  
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Initial fee menurut Menurut Moch. Basarah dan M. Faiz 

Mufidin, sebagaimana dikutip oleh Kevin Kogin, adalah biaya 

yang dibayarkan franchisee pada saat pertama kali menutup 

perjanjian dengan franchisor. Biaya ini biasanya dibebankan 

kepada Penerima Waralaba atas jasa-jasa awal yang telah 

dilakukan atau disediakan oleh Pemberi Waralaba.
97

 

3) Continuing Fee 

Continuing Fee menurut Moch. Basarah dan M. Faiz 

Mufidin sebagaimana dikutip oleh Kevin Kogin adalah biaya yang 

dikeluarkan franchisee kepada franchisor secara periodik. 

Biasanya besarnya biaya ini didasarkan pada omset penjualan 

franchisee. Oleh karena itu dalam sebuah kontrak waralaba, 

khususnya pada kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, 

Penerima Waralaba séring kali diwajibkan untuk memenuhi omset 

penjualan dalam jumlah tertentu.
98

 

4) Biaya-Biaya Lain  

Contoh dari biaya ini misalnya biaya pemasaran dan biaya 

iklan, pada Pasal 6 PP No. 42/2007 bahkan ditentukan:  

a) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak 

bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba 

lain.  
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b) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima 

Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling 

sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.
99

  

 

Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak 

dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para 

pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat 

untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan 

kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang 

berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan 

konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti 

rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
100

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemberi 

Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba. 

Sedangkan penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan 

Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba. 

e. Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran 

yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba  

Hal ini digariskan sebagai kewajiban pemberi waralaba 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 PP No. 42/2007; Pemberi 

Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, 

                                                 
99 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang 

Waralaba, 3 
100 Reinhard Politon, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak 
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bimbingan operasional manajemen. pemasaran, penelitian dan 

pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinam-

bungan.
101

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemberi 

waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba 

dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen. 

pemasaran, penelitian, dan pengembangan secara berkesinambungan. 

f. Wilayah usaha  

Pada Lampiran II Permendag No. 53/2012 dijelaskan bahwa 

Wilayah Usaha yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi 

Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis 

Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali atau di seluruh 

Indonesia.
102

 Para pihak dapat menentukan dalam kontrak waralaba 

wilayah usaha dari suatu kegiatan Waralaba baik secara terbatas pada 

wilayah tertentu atau secara luas meliputi seluruh wilayah 

Indonesia.
103

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wilayah 

usaha waralaba dapat dilakukan secara terbatas pada wilayah tertentu 

(Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawes, Bali) atau secara luas meliputi 

seluruh wilayah Indonesia.  

g. Jangka waktu perjanjian  
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Jangka waktu ini penting untuk diperjanjikan oleh Pemberi 

Waralaba dan Penerima Waralaba agar jelas batasan waktu mulai dan 

berakhirnya kontrak waralaba.
104

  

 

Pada KUHPerdata Pasal 1258 dijelaskan bahwa jika suatu 

perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa akan 

terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, 

bila waktu tersebut telah lampau sedangkan peristiwa tersebut setiap 

waktu dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum 

ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi.
105

 

Pada pasal 1259 djelaskan bahwa jika suatu perikatan 

tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam 

waktu tertentu, maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut 

lampau tanpa terjadinya peristiwa itu. Begitu pula bila syarat itu telah 

terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada kepastian 

bahwa peristiwa itu tidak akan terjadinya, tetapi tidak ditetapkan suatu 

waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa 

peristiwa tersebut tidak akan terjadi.
106

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jangka 

waktu perjanjian waralaba diperlukan bagi kedua belah pihak 
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dikarenakan agar jelas batasan waktu dimulainya kontrak dan 

berakhirnya kontrak waralaba.  

h. Tatacara pembayaran imbalan  

Berdasarkan Lampiran II Permendag No. 53/2012: Tata cara 

pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan 

cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila 

disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima 

Waralaba.
107

 Klausula ini bertujuan untuk memberikan perlindungan 

bagi Penerima Waralaba dari kesewenang-wenangan Pemberi 

Waralaba dalam menetapkan besaran dan tata cara pembayaran 

imbalan kepada Penerima Waralaba.
108

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembayaran 

imbalan dalam perjanjian waralaba menjadi tanggung jawab Penerima 

Waralaba sebagai bentuk perlindungan bagi Penerima Waralaba dari 

kesewenang-wenangan. 

i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris  

Hal ini cukup vital dalam sebuah kontrak waralaba karena 

menurut Bryce Webster sebagaimana dikutip oleh Kevin Kogin, dalam 

hal franchisee meninggal, dunia, sering kali perjanjian franchise 

mencantumkan klausula bahwa sistem franchise akan kembali kepada 
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franchisor dalam arti tidak dapat diwariskan kepada ahli waris 

franchisee.
109

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan, 

perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris sepatutnya diperjanjikan 

dengan jelas pada saat perjanjian waralaba dilakukan. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi persengketaan dalam perjanjian waralaba 

tersebut.  

j. Penyelesaian sengketa  

Para pihak juga bebas memilih dan mnentukan dalam 

perjanjian waralaba mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang 

mungkin teriadi di antara para pihak, baik secara litigasi melalui 

lembaga peradilan maupun secara non-litigasi melalui Arbitrase.
110

 

Pada Pasal 1854 KUHPerdata, dijelaskan bahwa setiap 

perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; 

pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus 

diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan 

dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. Pada 

Pasal 1855 setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-

perselisihan yang termaktub di dalamnya, entah para pihak 

merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud 
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itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis 

itu.
111

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian 

sengketa perjanjian waralaba dapat dilakukan baik secara ligitasi 

maupun non-litigasi. 

k. Tatacara perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian. 

Berdasarkan Lampiran II Permendag No. 53/2012: Tata cara 

perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti 

pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian 

berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan 

dalam  perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali 

apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang 

ditetapkan bersama.
112

  

Pada pasal 1381 KUHPerdata dijelasksan mengenai tentang 

hapusnya perjanjian yaitu Perikatan hapus: 

1) karena pembayaran; 

2) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan; 

3) karena pembaruan utang; 

4) karena perjumpaan utang atau kompensasi; 

5) karena percampuran utang; 
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6) karena pembebasan utang; 

7) karena musnahnya barang yang terutang; 

8) karena kebatalan atau pembatalan; 

9) karena berlakunya suatu syarat pembatalan 

10) karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.
113

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa klausul tata 

cara perpanjangan, pengakhiran, dan penutupan perjanjian penting 

untuk dicermati oleh kedua belah pihak agar terhindar dari tindakan 

yang sewenang-wenang oleh salah satu pihak, misalnya melakukan 

pemutusan kontrak secara sepihak sebelum jangka waktu yang 

diperjanjikan berakhir tanpa memperhatikan hak-hak dan keadaaan 

dari pihak lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian 

bisnis waralaba merupakan kontrak innominaat yaitu kontrak dalam bentuk 

tertulis, yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik karena 

adanya asas kebebasan berkontrak. Namun, sekalipun dapat dibuat dan 

disepakati secara bebas oleh para pihak, substansi dari perjanjian bisnis 

waralaba telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Perjanjian waralaba juga dapat mengatur suatu ketentuan yang 

memungkinkan franchisee untuk memberikan waralaba lanjutan kepada pihak 

lain dengan ketentuan bahwa franchisee tersebut harus mengoperasikan 
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sekurang-kurangnya satu outlet waralaba dan perjanjian waralaba lanjutan 

tersebut dibuat dengan sepengetahuan franchisor. Dalam memberikan 

waralaba lanjutan, franchisee utama wajib membuktikan kepada franchisee 

lanjutan bahwa ia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan yang memuat 

ketentuan mandatoir (yang harus ada) mengenai isi klausul minimal yang 

harus diatur dalam perjanjian waralaba. Di antaranya ialah sebagai berikut. 

1. Jangka waktu perjanjian minimal 10 tahun untuk perjanjian waralaba 

antara franchisor dengan franchisee utama. 

2. Minimal lima tahun untuk perjanjian waralaba antara franchisee utama 

dengan franchisee lanjutan (Pasal 7 Permendag); 

3. Jenis HaKI Pasal 6 huruf b, penemuan atau ciri khas usaha misalnya:  

a. sistem manajemen; 

b. cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan 

karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba; 

c. hak dan kewajiban pra pihak; 

d. bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada franchisee.
114

 

Permendag tersebut membolehkan perjanjian waralaba disertai 

pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan.  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami 

bahwa perjanjian bisnis waralaba terdapat pengaturannya dalam Peraturan 

Pemerintah No.42 Tahun 2007, yang selanjutnya mendapat pengaturan lebih 

lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER/8/2012 
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tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Permendagri No. 07/M-DAG/PER 

2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Waralaba untuk Jenis Usaha jasa 

Makanan dan Minuman. 

Ketentuan hukum mengenai waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian 

pada dunia bisnis juga berpedoman dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku 

bagi sahnya suatu perjanjian. Waralaba atau franchise merupakan suatu 

bentuk perjanjian, yang lainnya memberikan hak dan kewenangan khusus 

kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk: hak 

untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa dengan 

mempergunakan nama dagang atau merk dagang tertentu dan hak untuk 

melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format 

bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Perjanjian bisnis waralaba 

harus disusun dengan cermat agar kerjasama bisnis yang dijalankan 

menguntungkan kedua belah pihak seimbang. 

F. Perjanjian Waralaba dalam Hukum Islam 

Waralaba adalah suatu sistem pendistribusian, dimana pihak pertama 

yaitu pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua 

yaitu franchisee untuk mendistribusikakn barang/jasa pada waktu dan area 

tertentu dengan menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki 

dan dikembangkan oleh franchisor.
115

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pihak 

franchisor memberikan hak miliknya berupa hak paten (meskipun bukan 

harta/modal) atas pengelolaan perusahaannya kepada franchisee, sehingga 
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dengan demikian franchisee dalam bisnisnya diperbolehkan menggunakan 

nama perusahaan franchisor, logo, sistem operasi, dan prosedur serta cara-cara 

yang telah ditetapkan oleh franchisor, dengan perjanjian yang disepakati 

bersama. Dilihat dari sudut pandang syariah (fiqh), perjanjian ini termasuk 

kepada kelompok syirkah (persekutuan), dan hukumnya dibolehkan 

sebagaimana kaidah: 

َصألُ فِ العُقُوأ  ريمالْأ عَاملَاتِ الصِّحَّةُ حَـّى يَـقُوأمَ دَليِألٌ عَلَى البُطألَانِ والتَّحأ
ُ
 دِ والم

Artinya: Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah 

sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.
116

 

Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, 

yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
117

 Hal ini disebabkan 

karena dengan adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara 

franchisor dan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu 

tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
118

  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian 

waralaba termausk ke dalam perjanjian syirkah kadrena adanya kerjasama 

yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi kedua belah 

pihak.  

Pada konteks perjanjian waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama 

adalah pemberi pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba 
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(franchisee), sedangkan modal dari pemberi waralaba adalah hak intelektual 

dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan 

dikembangkan oleh franchisor. Hak-hak tersebut meskipun bkan berbentuk 

harga (mal), namun bisa dinilai dengan harta. Modal yang dikeluarkan oleh 

penerima waralaba adalah harta untuk modal usaha. Melihat hal tersebut, 

maka perjanjian bisnis waralaba termasuk syirkah ‘inan.
119

 Syirkah ‘inan 

adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang 

secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.
120

  

Perjanjian waralaba merupakan suatu akad, maka untuk melakukan 

akad atau perjanjian dalam Islam harus dipenuhi 4 (empat) rukun, yaitu: a) 

subjek akad (al-aqidayn); b) pernyataan kehendak (shighat al-aqd); c) objek 

akad (mahallul ‘aqd); dan tujuan akad (maudhu’ul ‘aqd).
121

  

Subjek perikatan berkaitan dengan para pihak yang membuat 

perikatan, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam hal ini berkaitan 

dengan kompetensi para pihak, meliputi (a) kecakapan (al-ahliyyah), yang 

terbagi ke dalam kecakapan menerima hukum (ahliyyatul wujub) dan 

kecakapan bertindak hukum (ahliyyatul ada’), (b) kewenangan (wilayah), dan 

perwakilan (wakalah). Pernyataan kehendak terdiri atas ijab dan kabul, yang 

merepresentasikan adanya persetujuan (arridha). Ijab (penawaran) adalah 

suatu pernyataan kehendak yang pertamaberupa penawaran yang disampaikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk melahirkan suatu tindakan hukum. 
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Kabul (penerimaan) adalah pernyataan kehendak dari pihak lain untuk 

menerima ijab yang disampaikan oleh pihak yang menawarkan, sehingga 

tercipta suatu akad.
122

  

Objek dalam akad dapat berupa benda (baik benda bergerak dan tidak 

bergerak, maupun benda berbadan dan tidak berbadan), manfaat benda, jasa 

atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah, 

dengan syarat (a) objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan; (b) 

objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan; dan (c)objek akad dapat 

ditransaksikan menurut syara.
123

 

Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad guna 

mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Tujuan waralaba adalah 

memindahkan milik atas manfaat ekonomi atas benda (hak kekayaan 

intelektual) oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Menurut fatwa 

Majelis Ulama Indonesia No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa hak kekayaan intelektual 

adalah salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat 

perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan), sehingga hak 

kekayaan intelektual dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad 

mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (non 

komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
124

 

                                                 
122 Ibid  
123 Ibid  
124 Ibid., 41-42 



 

 

63 

Perjanjian waralaba adalah suatu perjanjian yang isinya memberikan 

hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba. Perjanjian 

bisnis waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik 

pemberi waralaba maupun penerima waralaba, keduanya berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi tertentu. Dalam waralaba diperlukan adanya prinsip 

keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat 

akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi “gharar" 

(ketidakjelasan).
125

  

Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan 

perjanjian waralaba memang disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini 

diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat 

dalam perjanjian waralaba.
126

 Untuk mengatasi permasalahan yang mungkin 

timbul antara kedua belah pihak yang bekerja sama dan agar kerja sama yang 

dibentuk ada kiat yang diberikan oleh Rasulullah Saw dan dapat disimak hadis 

qudsi berikut ini:
127

  

ِ مَالَأَ يََُنأ أَحَدُهُُاَ  عَنأ أَبِِ هُرَيأـرَةَ رَفَـعَهُ قاَلَ إِنَّ الَله يَـقُوألُ أنَاَ ثالَِثُ الشَّريِكَيْأ
تُ مِنأ بَـيأنِهِمَاصَاحِبَهُ فإَِذَا خَانَ   هُ خَرَجأ

 

Artinya: “Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah bersabda: Bahwa 

Allah berfirman: Aku (Allah) menjadi pihak yang ketiga dari dua pihak yang 

bekerja sama selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika 
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salah satunya berkhianat terhadap yang lain Aku (Allah) keluar dari 

mereka.” (H.R. Abu Dawud) 

Hadis di atas adalah hadis qudsi yang mengatur etika kemitraan atau 

berserikat/kongsi. Allah menyatakan ketika dua pihak melakukan kemitraan, 

Allah menjadi pihak ketiganya. Hadis di atas dapat dipahami bahwa bekerja 

sama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu upaya dalam melakukan 

usaha dan pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal. Dengan 

adanya perkongsian, pemilik modal dapat mengembangkan usahanya dengan 

orang yang punya keahlian. Begitu juga pemilik keahlian meskipun tidak 

punya modal dalam bentuk materi dapat berkongsi dengan pemilik modal.
 128

  

Pada hadis di atas terlihat dengan jelas bahwa dalam perkongsian 

tersebut harus dilandasi dengan sikap jujur para pihak yang terlibat di 

dalamnya. Hal itu terlihat dalam hadis, Allah menyatakan bahwa Ia akan 

bersama orang yang berkongsi selama orang tersebut mau bekerja sama 

dengan jujur.
129

 

Perjanjian waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan/atau 

menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas 

usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan 

persyaratan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Hal ini sesuai dengan 

asas penghargaan terhadap kerja dalam asas hukum perdata Islam.
130
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Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem waralaba 

(franchising) ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama objek 

perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syari’at 

Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan atau minuman yang haram), maka 

perjanjian tersebut otomatis batal menurut hukum Islam dikarenakan 

bertentangan dengan syariat Islam.
131

 

Salah satu alasan dibolehkannya perjanjian bisnis waralaba adalah 

kemaslahatan. Bisnis waralaba yang dikembangkan di berbagai tempat 

memberikan manfaat kepada banyak orang. Dengan demikian, banyak orang 

yang terbantu karena mereka mempunyai kegiatan usaha.
132

 Hal ini termasuk 

dalam kerangka ta’awun ala al-birri wa at-taqwa sesuai dengan firman Allah 

dalam Surah Al-Mai’dah ayat 2:  

...                           

         

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)
133

 

Selain itu, bisnis waralaba ini pun mempunyai manfaat yang cukup 

berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah di 

Indonesia, apabila kegiatan waralaba tersebut hingga pada derajat tertentu 

                                                 
131 Ibid  
132 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat., 623 
133 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 85 
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dapat menggunakan barang-barang hasil produksi dalam negeri maupun untuk 

melaksanakan kegiatan yang tidak akan merugikan kepentingan dari 

pengusaha kecil dan menengah tersebut. Sehingga dari segi kemaslahatan 

usaha waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut 

hukum Islam. Pada dasarnya, sistem franchise (waralaba) merupakan sistem 

yang baik untuk belajar bagi franchise, jika suatu saat berhasil dapat 

melepaskan diri dari franchisor karena biaya yang dibayar cukup mahal dan 

selanjutnya dapat mendirikan usaha sendiri atau bahkan membangun bisnis 

franchise baru yang Islami.
134

  

Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang Islami, diperlukan 

sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk 

menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (moral hazard). Filter 

tersebut adalah dengan komitmen menjauhi tujuh pantangan Maghrib (Barat), 

yakni:
135

  

1. Maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan 

sektor riil dan tidak produktif. 

2. Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan nonna sosial. 

3. Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas,  

sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.  

4. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.  

                                                 
134 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan., 178-179 
135 Ibid., 179 



 

 

67 

5. Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan 

mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan 

pertukaran/barter lebih antarbarang ribawi sejenis. 

6. Ihktikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan 

permainan harga. 

7. Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan 

individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa hukum bisnis waralaba (franchise) sangat 

tergantung kepada kesesuaian bidang usaha bisnis franchise dan sistem serta 

mekanisme kerja samanya dengan prinsip syariah dan ketiadaan dari segala 

pantangan syariah dalam bisnis tersebut. Namun secara umum, berbisnis 

melalui waralaba adalah suatu jalan yang baik untuk dicoba, karena metode ini 

selain membawa keuntungan bagi para pihak, juga tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai Islami.
136

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian waralaba 

tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun demikian para pihak yang 

akan membuat perjanjian bisnis waralaba harus selalu berpedoman pada 

tujuan ekonomi Islam yaitu maslahah, dengan cara mengusahakan segala 

aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan 

bagi manusia.  

 

                                                 
136 Ibid  



BAB IV 

PENUTUP  

 

G. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian bisnis waralaba menurut hukum positif pada pasal 4 PP No. 42 

Tahun 2007 tentang waralaba, dijelaskan bahwa setiap perjanjian bisnis 

waralaba apapun bentuknya harus dibuat secara tertulis oleh para pihak. Pada 

Pasal 5 UU No.  42 Tahun 2007, perjanjian waralaba memuat klausula paling 

sedikit: a) Nama dan alamat para pihak, b) Jenis hak kekayaan intelektual, c) 

Kegiatan usaha, d) hak dan kewajiban para pihak, e) bantuan fasilitas, 

bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi 

waralaba kepada penerima waralaba, f) wilayah usaha, g) jangka waktu 

perjanjian, h) tatacara pembayaran imbalan, (h) kepemilikan, perubahan 

kepemilikan dan hak ahli waris, i) Penyelesaian sengketa; dan  j) tatacara 

perpanjangan, pengakhiran dan penutupan perjanjian.  

Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, perjanjian 

waralaba termasuk kepada kelompok syirkah (persekutuan), dan hukumnya 

dibolehkan. Pada konteks perjanjian waralaba, pihak-pihak yang bekerja sama 

adalah pemberi pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba 

(franchisee), sedangkan modal dari pemberi waralaba adalah hak intelektual 

dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan 

dikembangkan oleh franchisor.  
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H. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa 

saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu sebagai berikut:  

1. Hendaknya para franchisor (pewaralaba) dalam membuat suatu kontrak 

bisnis tidaklah terlalu menekan pihak franchisee (terwaralaba) karena akan 

sangat merugikan.  

2. Hendaknya franchisor memberikan kebebasan kepada pihak franchisee 

untuk sama-sama menentukan isi perjanjian waralaba agar tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan.  

3. Hendaknya antara pihak franchisor dan pihak franchisee dalam 

mengadakan perjanjian bisnis waralaba melibatkan saksi dalam 

penandatanganan perjanjian agar lebih dapat dipercaya mengenai 

keabsahan perjanjian tersebut. 
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